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BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL

No.65,2016 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
PAJAK DAERAH. Pajak Bumi dan Bangunan. Perubahan Kedua
Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2012 ( Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 65 ).

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 65 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 43 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempermudah dan meningkatkan
pelayanan berkaitan dengan perubahan pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan menggunakan teknologi
informasi, perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan
mengenai tata cara pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor
43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

—

Mengingat : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri
D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Seri D Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor
17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Seri D Tahun 2011 Nomor 17);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A
Nomor 18);
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10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012
Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013
Nomor 06.1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun
2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 43)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 06.1), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 3A dan
3B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A
(1) Permohonan pengajuan mutasi dapat diajukan secara online.

(2) Pendaftaran objek dan subjek pajak berupa mutasi dapat dilakukan secara
online dengan cara sebagai berikut :

a. subjek pajak membuka website www.pbb.bantulkab.go.id;

b. mengisi formulir permohonan mutasi yang tersedia pada aplikasi;

c. mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan/atau Lampiran
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) yang terdapat dalam aplikasi
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

d. SPOP dan/atau LSPOP setelah diisi dengan jelas, benar dan lengkap
disimpan melalui aplikasi yang tersedia; dan

e. mencetak tanda bukti pendaftaran secara online.

(3) Bentuk dan isi formulir pengajuan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran I A yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.


http://www.pbb.bantulkab.go.id/
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(4) Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan/atau Lampiran
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) yang digunakan secara online
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran I B
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3B

(1) Berdasarkan tanda bukti pendaftaran secara online sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3A, subjek pajak melakukan verifikasi data ke Bidang
Pendaftaran dan Penetapan Dinas untuk diproses lebih lanjut.

(2) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langsung
oleh analis PBB P2 sesuai wilayah letak objek pajak.

(3) Analis PBB P2 melakukan verifikasi dan mengolah data permohonan mutasi
dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran dan
Pelayanan DPPKAD Kabupaten Bantul untuk mendapatkan persetujuan.

(4) Data objek dan subjek PBB P2 yang dianggap benar, dimasukkan dalam
sistem aplikasi PBB P2 dan dapat dilakukan pencetakan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P2.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 6A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1) Persyaratan untuk melakukan mutasi dengan mengisi surat permohonan
yang dilampiri dengan :
a. fotocopy identitas wajib pajak/subjek pajak dan kuasanya apabila
dikuasakan;
b. surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan;
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan/atau Lampiran Surat
Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP);
asli atau fotocopy SPPT PBB P2 tahun pajak berjalan;
bukti pelunasan pembayaran PBB P2 5 (lima) tahun terakhir;
bukti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apabila ada; dan
bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang berupa fotocopy
sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dari Pemerintah Desa.

o

m oo

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat
melakukan verifikasi data di Bidang Pendaftaran dan penetapan DPPKAD.

3. Ditambah Lampiran I A dan Lampiran I B yang berbunyi sebagaimana tersebut
dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 12 Agustus 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.
SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada Tanggal 12 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.
RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 65

Salinan, sesuai’déngan aslinya
a1, Sekretaris Dacrah Ié:l?ypﬁten B
Ww.h. Asisten Pemerinta

Kepala Bagian-Hnu

//
g@l;‘.f\‘.x%@gémoso.s 0s,M.H
NIP: ¥36§1221199603 10 17




LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI BANTUL NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI FORMULIR PENGAJUAN MUTASI

Lampiran : ...............
Hal : Mutasi / Pembetulan obyek/subyek PBB Kepada Yth.
Tahun 2016 Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul
JI. RW. Monginsidi No. 1
di Bantul

Diberitahukan dengan hormat bahwa SPPT PBB P2 Tahun 2016 atas nama :

Wiajib Pajak

NOP / No SPPT
Alamat Wajib Pajak
Letak Obyek Pajak

Dengan ini kami mengajukan permohonan mutasi/pembetulan data *) , sebagai berikut:

Wiajib Pajak

NOP / No SPPT

Alamat Wajib Pajak

Letak Obyek Pajak

Luas Bumi

Luas Bangunan :
Dimohon mulai tahun pajak

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen yaitu sebagai berikut :
fotokopi KTP Wajib Pajak

surat kuasa bermeterei apabila dikuasakan;

fotocopy KTP kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan;
asli / fotokopi SPPT PBB tahun berjalan;

fotokopi kepemilikan tanah / sertifikat;

fotokopi penunjukan kaveling;

fotokopi IMB apabila ada;

SPOP dan LSPOP; dan

bukti lunas pembayaran PBB 5 tahun terakhir.

S@ e a0 o

Demikian agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan

Wiaijib pajak / kuasanya

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN OBJEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SPOP DAN/ATAU LSPOP

Web: https:

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL No Formulir
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
JL. RW MonginsidiBantulTelp/Fax : (0274)
367509 KodePos: 55711

//pbb.bantulkab.go.id

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

. JENIS TRANSAKSIT

Perekaman Data

O OO

1
2. Pemutakhiran Data
3 Penghapusan Data

. NOP

. NOP BERSAMA

A. INFORMASI

TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

. NOP ASAL

a1

. NO SPPT LAMA

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

6. NAMA JALAN - NAMA DUSUN
7. BLOK/KAV/NOMOR
8. DESA
9. RW
10. RT
C. DATA SUBYEK PAJAK
11. STATUS
12. PEKERJAAN
13. NAMA SUBJEK PAJAK
14. NPWP
15. NAMA JALAN - NAMA DUSUN
16. NO TELEPON
17. DESA
18. RW

19.

RT



https://pbb.bantulkab.go.id/

20. KECAMATAN - KABUPATEN -
KODE POS

21. NOMOR KTP

D. DATA TANAH

22. LUAS TANAH (M2)

23. ZONA NILATI TANAH

24. JENIS TANAH Tanah + Bangunan

KavlingSiapBangun
Tanah Kosong

I O B A B
Sow N e

FasilitasUmum

E. DATA BANGUNAN

25. JUMLAH BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBYEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam
formulir ini termasuk lampirannya adalah benar jelas dan lengkap
menurut keadaan yang sebenarnya, sesuail dengan pasal 10 ayat (3)
Perda Kabupaten Bantul No. 18 Tahun 2011.

26. NAMA SUBJEK 27. TANGGAL 28. TANDA
PAJAK/KUASANYA TANGAN

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan

- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya
menggambarkan sket/denah lokasi Objek Pajak

- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tigapuluh) hari

G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
29. TANGGAL : 29. TANGGAL

30. TANDA TANGAN 30. TANDA TANGAN

31. NAMA JELAS : 31. NAMA JELAS

32. NIP 32. NIP

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK




KETERANGAN

- Gambarkan, sket/denah lokasi objek pajak
(tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/
jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain,
yang mudah diketahui oleh umum

- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara,
sebelah selatan, sebelah timur dan barat.

JL ContohPenggambaran

als JL UripSumoharjo

udi[Karno

n Saidi

Burhan

Saliran gesuai-dengan aslinya
~ ) S <J0

a . Sekretaris-Daerah Kabu

W K “Asisten Pemerintaha

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO




